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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa pandemic virus corona (Covid-19) adalah penyebaran
penyakit virus corona yang terjadi di seluruh belahan dunia sejak
tahun 2019, tak terkecuali di Negara yang berada di Asia Tenggara
khususnya Indonesia. Virus ini dapat menular dengan mudah dan
sangat cepat hingga Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau World
Health Organization (WHQO) telah resmi mendeklarasikan virus
corona (Covid-19) sebagai “pandemic” pada tanggal 11 Maret 2020.

Pada umumnya penyebab virus corona (Covid-19) ialah
penyakit menular yang dapat menimbulkan gangguan ringan pada
pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Kasus penularan
virus corona (Covid-19) yang sangat cepat mengakibatkan Indonesia
menjadi salah satu Negara yang memiliki angka kematian tertinggi

tingkat pertama dan angka positif tingkat kedua di Asia Tenggara.

Terlebih lagi virus corona (Covid-19) varian baru bermutasi
menjadi pandemic yang menyebar dengan sangat cepat ke Indonesia.
Hingga kepedulian masyarakat yang terus tumbuh seiring dengan
banyaknya kasus positif dan kematian akibat virus corona (Covid-
19) telah meningkat dalam waktu yang relative singkat. Hal ini telah

mendorong Pemerintah Negara Indonesia harus segera melakukan

1 Alodokter, “Virus Corona” (https://www.alodokter.com/virus-corona, diakses
tanggal 23 September 2021 pukul 21.49 WIB).



https://www.alodokter.com/virus-corona

upaya dan mengambil kebijakan dalam menangani virus corona
(Covid-19) untuk melidungi warga negaranya.
Indonesia sebagai suatu Negara berdasarkan hukum, terdapat
empat unsur Negara hukum (Rule od Law) menurut Scheltema yaitu:
a) Kepastian hukum;
b) Persamaan;
¢) Demokrasi; dan
d) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.?

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi
seluruh masyarakat yang rentan dari ancaman penularan virus corona
(Covid-19). Upaya tersebut merupakan langkah yang nyata dalam
mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia
berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera
jelas pada Alinea Empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selain itu, berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945 terdapat amanah konstitusi yang menentukan bahwa settiap
orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.®

Tujuan dalam melindungi Negara juga diwujudkan di bidang
kesehatan, berdasarkan Menimbang Huruf b Undang-Undang No. 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa

2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Jakarta, Gramedia, 1982, 57-58.

3 M. Aris Munandar, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, ‘Telah
Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat
Era Pandemi Covid-19°, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5.1 (2021),
80-81.



kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk
pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh
masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa produk hukum
dalam upaya mencegh penyebaran virus corona (Covid-19), salah
satunya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam
Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
atau Stabilitas Sistem Keuangan.*

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dikarenakan
terlibatnya pandemic virus corona (Covid-19) vyang telah
menimbulkan dampak  terhadap keterlambatan pertumbuhan
ekonomi nasional, menurunnya penerimaan Negara, dan
meningkatnya pembelanjaan Negara dan pembiayaan, sehingga
Pemerintah memerlukan berbagai upaya dalam melakukan
Penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus
belanja untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat serta
memulihkan perekonomian yang terdampak.

Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
untuk menangani pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19)
adalah dengan melakukan pengawasan ketat dalam menerapkan
protocol kesehatan terhadap masyarakat dari Negara lain yang akan

masuk ke Indonesia maupun dari satu daerah ke daerah yang lain

4 Muhamad Beni Kurniawan, ‘Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan
Pandemi Covid-19 Dintinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas
Kesehatan’, Jurnal HAM, 12.1 (2021), 43.



meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat.’ Persyaratan
tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 No. 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan
Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19
menentukan bahwa setiap orang yang akan melakukan perjalanan
menggunakan transportasi udara wajib dan harus menunjukan surat
keterangan hasil negative alat rapid test.

Pada dasarnya persyaratan tersebut sudah diberlakukan oleh
pemerintah sejak tahun 2020 dengan mekanisme teknis yang
semakin diperketat seiring dengan berkembangnya kasus penularan
virus corona (Covid-19). Pemberlakuan persyaratan hasil rapid test
terhadap masyarakat telah menjadi hal yang sangat umum diketahui
oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan
transportasi udara. Sistem protocol kesehatan tersebut pada dasarnya
adalah untuk mencegah seseorang yang akan melakukan perjalanan
agar tidak menyebarkan atau menularkan virus corona (Covid-19)
ke tempat atau daerah yang dituju dan tidak menyebarkan atau
menularkan virus corona (Covid-19) pada saat perjalanan pulang.

Selain itu aturan bagi masyarakat yang akan melakukan rapid
test sebelum hendak melakukan perjalanan menggunakan
transportasi udara saat ini menjadi sangat ketat. Aturan tersebut
terlihat dari info terbaru jangka waktu berlakunya hasil rapid test,

dengan ketentuan sebagai berikut:®

> Vincentius Gitiyarko, “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia
Menangani Pandemi Covid-197,
(https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-
kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19,
diakses tanggal 24 September 2021 pukul 00.10 WIB).

6 Ibid.,
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1. Perjalanan ke Pulau Bali:
a. Rapid Test PCR berlaku 1 x 24 jam;
b. Rapid Test Antigen berlaku 1 x 24 jam.
2. Perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau
Jawa:
a. Rapid Test PCR berlaku 3 x 24 jam;
b. Rapid Test Antigen berlaku 2 x 24 jam.

Atas kondisi tersebut, pemerintah telah siap menyediakan
fasilitas untuk dilakukannya pemeriksaan rapid test di sekitar area
bandara bagi masyarakat yang hendak akan menggunakan
transportasi udara. Pemberlakuan hal tersebut ialah untuk
mempermudah masyarakat agar tidak kesulitan dan harus menunggu
waktu yang lama untuk melakukan rapid test.

Namun semakin tingginya kebutuhan rapid test tentu tidak bisa
hanya dilihat dari aspek pelayanan kesehatan saja, akan tetapi hal
tersebut juga menjadi peluang bisnis bagi bidang kesehatan. Biaya
rapid test yang terbilang cukup mahal membuat penyedia jasa
pelayanan kesehatan menjadikan rapid test menjadi peluang bisnis.
Beberapa oknum telah memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut
untuk memperoleh beberapa keuntungan. Salah satu tindakan
tersebut ialah dilakukan oleh oknum petugas medis PT. Kimia Farma
Tbk. yang dengan sengaja mendaurulang alat rapid test, kemudian
digunakan kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan
rapid test. Kasus tersebut terjadi di Bandara Internasional

Kualanamu Kota Medan Sumatera Utara.’

" Dewantoro, “Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas Di
Bandara Kualanamu”
(https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-



Pengungkapan kasus bermula dari adanya beberapa laporan dari
calon penumpang pesawat yang mendapatkan hasil positif virus
corona (Covid-19) setelah melakukan rapid test di Kimia Farma
Bandara Kualanamu. Kemudian laporan tersebut diterima oleh
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DIRKRIMSUS) Kepolisian
Daerah Sumatera Utara dan langsung diselidiki dengan menyamar
sebagai calon penumpang pesawat dengan melakukan rapid test
antigen di tempat yang sama seperti yang dilaporkan korban. Setelah
mendapatkan hasil rapid test positif, para polisi yang menyamar
segera memeriksa seluruh isi ruangan laboratorium dan langsung
mendapati ratusan alat rapid test bekas yang sudah didaur ulang.

Dari hasil penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah menetapkan lima orang
tersangka yaitu PC, DP, SP, MR, dan RN. PC berperan sebagai
Intellectual leader atau Business Manager PT. Kimia Farma
Diagnostika di JI. RA Kartini Medan yang mengkoordinasi dan
menyuruh tindak pidana daur ulang alat rapid test tersebut.
Sedangkan tersangka SP dan DP mendapat tugas dari PC untuk
membawa alat rapid test bekas ke kantor PT. Kimia Farma
Diagnostik di JI. RA Kartini. Dimana alat rapid test bekas akan
dicuci menggunakan alcohol 75%, kemudian dikeringkan dan
dikemas ulang yang sangat mirip dengan kemasan alat rapid test
yang asli. Setelah itu, kedua tersangka tersebut membawa kembali
alat rapid test bekas ke tempat rapid test Kimia Farma di Bandara

Kualanamu untuk digunakan kembali.

lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all,
diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 01.15 WIB).



Sedangkan tersangka MR, bertugas untuk mengetik hasil tes
dengan keterangan non reaktif. Namun MR mengaku bahwa akan
menulis hasil positif jika hasil rapid testnya memang menunjukan
positif. Kemudian untuk tersangka RN mendapat tugas sebagai
petugas administrasi, pendaftaran, menghitung uang dan membuat
laporan.

Berdasarkan informasi, bahwa kelima oknum petugas medis
kimia farma tersebut telah menggunakan alat rapid test bekas selama
3 bulan sejak bulan Desember 2020 dengan perkiraan telah
memakan korban sebanyak 9.000 orang dan mendapatkan
keuntungan sekitar Rp. 1,8 miliar rupiah.® Sejak saat itu juga para
pelaku pendaurulang hanya menggunakan alat rapid test antigen
yang baru apabila stok alat rapid test bekas sudah tidak tersedia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditemukan

rumusan masalah yang akan disebutkan di bawah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang

menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendaurulang alat rapid test bekas dapat dipidanakan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pendaurulang dan PT.
Kimia Farma Tbk. selaku penjual alat rapid test dan rapid test

hasil daur ulang?

8 Rachmawati, “Sejak 3 Bulan Terakhir Sekitar 9.000 Orang Diduga Gunakan
Alat  Rapid Test Bekas  Di Bandara  Kualanamu”
(https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-
bulan-terakhir-sekitar-9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-
test?page=all, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 01.29
WIB).
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1.3 Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian harus memiliki suatu tujuan, karena penelitian
merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan
untuk lebih memperdalam segi kehidupan disamping juga merupakan
sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik segi teoritis

maupun segi praktis.® Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pendaurulang alat rapid test bekas
dapat dipidana.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana
pendaurulang dan PT. Kimia Farma Tbk. selaku penjual alat

rapid test dan rapid test hasil daur ulang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah
ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan
sebagai kajian ilmu hukum pidana, khususnya pada sanksi
pidana pendaurulang dan pertanggungjawaban pidana PT. Kimia
Farma Diagnostika selaku penjual alat rapid test dan rapid test
hasil daur ulang.

b. Manfaat Praktis

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 2000, 16.



Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat
bagi masyarakat sebagai pedoman dalam pemidanaan, serta
menjadi bahan renungan atau pertimbangan tenaga kesehatan
dalam melaksanakan pekerjaan, dan bahan evaluasi bagi
perusahaan apoteker dalam pengelolaan apoteker, serta dapat
menjadi acuan bagi pemerintah dan tenaga kesehatan untuk
mengambil kebijakan masukan kepada para penegak hukum
agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan
memperhatikan keadilan serta hak dan kebutuhan dari para
pelaku, tidak semata-mata ketentuan hukum atau penjatuhan

pidana.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normative adalah
metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.'®

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normative, dapat digunakan
beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan

(comparative approach), pendekatan historis (historical approach),

10 Sperjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, 13.
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pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus
(case approach).® Dalam penulisan ini digunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan anaisis,

dan pendekatan kasus.

1)Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normative harus menggunakan
pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-
undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan
menjadi focus suatu penelitian. Pendekatan perundang-
undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang
dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut
merupakan suattu argument untuk memecahkan isu yang
dihadapi.*?

2)Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu
hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep
hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi.®®

11 Johny Ibrahim, Teori dan Meodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,
Bayu Media Publishing, 2006, 300.

12 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenamedia Grup, 2005,
134.

13 1bid., h. 136.
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3)Pendekatan Kasus

Jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative

yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum

dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan,

tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau

peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu

biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk

mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap

peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip

keadilan.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia di Indonesia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek
Hukum Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak
Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Perubahan Peraturan Perundang-
Undangan No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7
Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan
Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19
Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease (Covid-19)

Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan
Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan
Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442
Hijriah
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19. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia
No. 21 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

20. Surat Edaran No. 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan
Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus
Disease (Covid-19)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebgai bahan hukum
yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan
hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau
pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang
tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk
kemana akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan
sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada

di dalam buku, jurnal hukum dan artikel.

d. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

e.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara
mencari dan mengumpulkan data yakni dengan melakukan
pendekatan kepustakaan, yang mana dalam hal ini dilakukan
dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka,
seperti  buku-buku, perundang-undangan, dan dokumen

pendukung lainnya yang menunjang dalam penulisan ini.

Teknik Analisis Bahan Hukum
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Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokan

dan diklasifikasikan, selanjutnya di analisis dengan metode

logika, dedukatif atau sikologis yaitu dengan mengumpulkan

bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori

yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan

untuk menentukan hasil.**

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana

setiap bab memiliki korelasi satu dengan yang lain. Adapun sistematika

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai

berikut:

BAB I:

BAB II:

BAB III:

Pada Bab | berisi uraian mengenai pendahuluan yang di
dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
sistematika penulisan.

Pada Bab Il berisi uraian mengenai tinjauan pustaka
tentang pengertian hukum pidana, pengertian
pertanggungjawaban dan sanksi pidana, pengertian daur
ulang dan pengertian rapid test.

Pada Bab Il berisi tentang Pembahasan dari Rumusan

Masalah dari Pemidanaan Pendaurulang Alat Rapid Test

14 Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 12.



BAB IV:
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Bekas dan Pertanggungjawaban Pidana Pendaurulang
Serta Penjual Alat Rapid Test Hasil Daur Ulang..
Pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran mengenai

pembahasan yang sudah dijelaskan.
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